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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk ganti 

rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di 

Nagari Batukalang Utara, Padang Sago serta tinjauannya berdasarkan 

maqashid syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di Nagari 

Batukalang Utara, Padang Sago, dituntaskan melalui musyawarah 

struktur kekerabatan adat (dari orang tua ke mamak) tanpa melalui 

peradilan formal. Bentuk ganti rugi adat ditentukan oleh penyebab 

pembatalan, yakni karano ulah (kesalahan salah satu pihak) atau 

karano Allah (keadaan di luar kehendak manusia). Jika pembatalan 

terjadi karano ulah, ganti rugi berupa pengembalian uang adat dua 

kali lipat dan cincin pertunangan, sedangkan uang selo tidak 

dikembalikan. Sebaliknya, apabila disebabkan karano Allah, 

seluruh barang dikembalikan secara baik-baik berdasarkan 

musyawarah tanpa denda dua kali lipat. Penentuan besaran ganti 

rugi murni berpatokan pada kesepakatan antar-keluarga melalui 

pertemuan baradok, yang berfungsi sebagai kompensasi perdata 

adat demi menjaga keharmonisan kekeluargaan. 

2. Penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di Nagari 

Batukalang Utara secara umum sejalan dengan maqashid syariah, 

meskipun belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemaslahatan. 

Praktik adat ini mendukung hifz al-mal (pengembalian harta/ganti 

rugi), hifz al-nafs (musyawarah pencegah konflik fisik), dan hifz al-

'ird (penjagaan kehormatan keluarga secara internal). Namun, 

penerapan denda dua kali lipat tanpa memperhatikan kondisi 

ekonomi berpotensi memberatkan pihak yang bertanggung jawab 
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secara tidak proporsional. Selain itu, sanksi finansial tersebut 

belum tentu mampu memulihkan kerugian immaterial seperti 

stigma sosial atau rasa malu. Oleh karena itu, diperlukan 

penyempurnaan pada aspek proporsionalitas beban ganti rugi dan 

pemulihan hubungan sosial agar keadilan serta kemaslahatan 

dapat tercapai secara optimal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada niniak mamak dan pemangku adat Nagari Batukalang Utara, 

mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan peminangan 

hendaknya tetap dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal 

masyarakat. Namun, penerapannya perlu dilakukan secara adil dan 

proporsional dengan mempertimbangkan sebab pembatalan serta 

kondisi masing-masing pihak, termasuk kemampuan ekonomi dalam 

memenuhi ganti rugi. 

2. Kepada mamak kedua belah pihak, musyawarah hendaknya benar-

benar menjadi sarana untuk mencari penyelesaian yang adil dan damai. 

Setiap pembatalan peminangan sebaiknya disampaikan melalui 

pertemuan resmi antara mamak kedua belah pihak agar persoalan 

tidak berkembang menjadi konflik antarkeluarga atau merusak 

hubungan kekerabatan. 

3. Dalam perspektif maqashid syariah, pemangku adat hendaknya tidak 

hanya memperhatikan perlindungan harta (hifz al-mal), tetapi juga 

ketenteraman (hifz al-nafs) serta kehormatan dan martabat (hifz al-

'ird). Penyelesaian hendaknya tidak berhenti pada pembayaran ganti 

rugi, tetapi juga diarahkan pada pemulihan hubungan sosial dan 

menghindari stigma terhadap pihak yang telah menyelesaikan 

kewajibannya. 
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4. Kepada masyarakat Nagari Batukalang Utara, hendaknya memahami 

bahwa pembatalan peminangan tidak selalu disebabkan oleh kesalahan 

salah satu pihak. Keadaan yang terjadi karena karano Allah perlu 

dibedakan dari pembatalan yang disebabkan oleh kesalahan, sehingga 

masyarakat dapat menghindari stigma berlebihan dan tidak 

menjadikan persoalan tersebut sebagai aib keluarga. 

5. Kepada generasi muda, hendaknya memahami terlebih dahulu 

ketentuan adat yang berlaku sebelum melangsungkan peminangan. Hal 

ini penting agar setiap pihak dapat mengambil keputusan secara 

matang, menjaga komunikasi antarkeluarga, dan mengikuti tata cara 

adat apabila terjadi pembatalan. 

6. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pembatalan 

peminangan dalam perspektif hukum adat dan maqashid syariah masih 

dapat dikembangkan dengan memperluas lokasi penelitian ke nagari 

lain di Padang Sago maupun wilayah Minangkabau. Penelitian 

selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam hubungan antara 

hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif, khususnya mengenai 

kewajaran ganti rugi dan perlindungan hak para pihak. 

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pembatalan peminangan di 

Nagari Batukalang Utara perlu tetap dipertahankan sebagai bagian dari 

ketertiban sosial dan kekerabatan masyarakat, dengan terus diselaraskan 

dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan dalam 

maqashid syariah. 
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